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PANDANGAN FRAKSI 
 PARTAI AMANAT NASIONAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA 

ATAS  

RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  

(P2 APBN) TAHUN 2022 

 
Dibacakan Oleh  : Farah Puteri Nahlia, B.A., M.,Sc 

Nomor Anggota  : A-501 

Daerah Pemilihan : Jawa Barat IX 

 

Bismillahirrahmanirahim, 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabaraakatuh, 

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, 

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati, 

Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kami hormati, 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas rahmat dan karuniaNya kita dianugerahkan kesehatan, sehingga dapat 

menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam rangka penyampaian 

Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-undang tentang 

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun 2022. 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

Sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,  bahwa salah satu tugas 

pokok Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) oleh Pemerintah.  

  

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
Gedung Nusantara I DPR-RI, Lantai 20 Ruang 2009, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 

Telp. (021) 5755810 Fak. (021) 5755811 



Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) 2022, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah. Fraksi PAN memberikan apresiasi 

terhadap pemberian opini WTP pada LKPP 2022, karena merupakan 

pencapaian ketujuh kalinya secara berturut-turut yang dicapai oleh 

Pemerintah. Hal ini menggambarkan kinerja APBN yang baik sehingga 

diharapkan dapat membawa manfaat berupa peningkatan kesejahteraan 

rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Opini WTP pada LKPP menggambarkan pengelolaan keuangan Negara 

yang dilakukan oleh Pemerintah telah dikelola dengan baik dan wajar, 

sesuai peraturan perundang-undangan maupun Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Akan tetapi, WTP tidak sepenuhnya dapat memberikan 

gambaran yang utuh menyangkut aspek efisiensi maupun praktik 

penyimpangan seperti korupsi dalam suatu instansi. Untuk itu, Fraksi PAN 

berharap Pemerintah harus senantiasa tetap cermat dalam upaya 

meningkatkan kinerja pengelolaan APBN. 

 

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati, 

Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kami hormati, 

 

Mencermati Keterangan Pemerintah terkait Rancangan Undang-

Undang Tentang Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Fraksi PAN secara 

khusus memberikan catatan sebagai berikut: 

Pertama, Fraksi PAN mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 2022 sebesar 5,3 persen (yoy), melampaui asumsi 

pertumbuhan ekonomi di APBN sebesar 5,2 persen, dan meningkat 

dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen. Capaian 

pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 secara nyata telah berpengaruh 

signifikan terhadap pencapaian sasaran target pembangunan, meredam 

dampak gejolak ekonomi global, dan perbaikan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran 

terbuka dari 6,49 persen menjadi 5,68 persen, angka kemiskinan yang juga 



turun dari 9,71 persen menjadi 9,57 persen dan indeks pembangunan 

manusia yang ikut meningkat dari 72,29 menjadi 72,91.  

Kedua, Realisasi penyerapan anggaran belanja negara tercatat 

sebesar Rp3.096,3 triliun atau 99,67 persen dari pagu. Fraksi PAN 

mengapresiasi tingginya serapan anggaran belanja Pemerintah yang optimal. 

Hal ini menunjukkan pemerintah mampu merealisasikan anggaran yang 

telah ditetapkan. Tingginya serapan anggaran belanja mempunyai peranan 

yang penting dalam mencapai tujuan nasional, yaitu meningkatkan dan 

memelihara kesejahteraan masyarakat. Fraksi PAN memandang bahwa 

serapan anggaran belanja yang dikelola dengan baik dan optimal, akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain menjadi shock absorber 

gejolak ekonomi akibat ketidakpastian global, APBN 2022 juga menjadi 

pengungkit dan pendorong pemulihan ekonomi pasca Covid 19.  

Ketiga, Realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.635,8 triliun setara 

116,31 persen dari pagu, atau 31,05 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya. Fraksi PAN mengapresiasi pencapaian pendapatan yang 

melampaui target tersebut sehingga defisit anggaran menjadi lebih 

terkendali. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah untuk menjaga dan 

memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dan reformasi struktural 

telah berjalan efisien dan efektif. Fraksi PAN meyakini bahwa jika 

pemerintah mampu meningkatkan penerimaan negara, hal tersebut akan 

berbanding lurus dengan rating instrumen fiskal, kemampuan menutup 

defisit dan utang negara. Pada akhirnya hal tersebut akan membuat negara 

dan bangsa ini semakin maju, karena realisasi pendapatan dan keuangan 

negara yang baik dan sehat.  

Keempat, Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2022 sebesar 

Rp337,77 triliun, setelah ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp130,56 

triliun dan Penyesuaian SAL sebesar Rp10,62 triliun, sehingga Saldo 

Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2022 sebesar Rp478,95 triliun. 

 

Fraksi PAN menilai bahwa saldo anggaran lebih yang terlalu besar 

menggambarkan belum optimalnya penggunaan instrument APBN. Fraksi 



PAN memandang bahwa pemerintah perlu mengkaji secara mendalam 

terkait besaran Saldo Anggaran Lebih yang ideal, sebagai simpanan dalam 

upaya motif berjaga-jaga (Precautionary motive), apalagi saat ini kita 

menghadapi ketidakpastian global. Hal tersebut tentu menjadi sangat 

penting mengingat akumulasi yang tinggi dapat menimbulkan opportunity 

cost yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.  

Fraksi PAN mengingatkan agar Pemerintah senantiasa dapat 

merencanakan penganggaran secara matang, efektif dan efisien sehingga 

segala perencanaan pembangunan akan lebih kuat dalam menghadapi 

krisis global. Peningkatan SAL akhir yang mencapai 41,7% dibandingkan 

SAL tahun lalu harus menjadi perhatian serius pemerintah terutama pada 

Kementrian/Lembaga yang menangani urusan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Sementara itu, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

2022 sebesar Rp130,56 triliun. Hal ini menggambarkan bahwa APBN 

dikelola kurang efisien, karena utang Pemerintah yang sudah diserap tidak 

termanfaatkan secara optimal, padahal bunga utangnya tetap harus 

dibayar. Besarnya SiLPA ini juga menjadi indikasi kurang matangnya 

kemampuan birokrasi Pemerintah dalam perencanaan anggaran. Oleh 

karena itu, Fraksi PAN mengingatkan agar Pemerintah senantiasa dapat 

merencanakan penganggaran secara matang sehingga tidak menyebabkan 

SiLPA yang lebih besar di tahun yang akan datang.  

Kelima, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya 

pemborosan anggaran negara sebesar Rp25,85 triliun pada tahun 2022. 

Nilai temuan itu terdiri atas temuan terkait ketidakhematan, 

ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp11,20 triliun dan 

temuan terkait ketidakpatuhan sebesar Rp14,65 triliun. BPK telah 

menemukan setidaknya 16 temuan kelemahan pengendalian intern dan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Di Kementerian PUPR, BPK menemukan dua permasalahan belanja 

subsidi, yakni terkait penyaluran subsidi perumahan Tahun 2022 yang 

terindikasi tidak sepenuhnya tepat sasaran dan belum memadainya  



pengelolaan subsidi selisih bunga/margin kepada debitur KPR bersubsidi, 

yang klaim asuransinya telah dibayar asuradur (penanggung atau 

perusahaan asuransi).  

Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan 

temuan BPK tersebut, dengan lebih berhati-hati dalam mengelola APBN agar 

lebih efisien dan efektif, serta sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati, 

Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kami hormati 

 

Berdasarkan pertimbangan dan  catatan yang telah disampaikan 

diatas, Fraksi PAN menyatakan setuju atas Rancangan Undang-Undang 

tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.  
 

Demikian Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap RUU 

tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.  

Billahitaufiq wal hidayah,  

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh. 
 

Jakarta, 24 Agustus 2023 
 

PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

 
 

 
 
 

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A. 

Ketua 

Eko Hendro Purnomo, S.Sos 

Sekretaris 
 

 












